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ABSTRAK
Sejak tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menetapkan kebijakan pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu, bahwa pemerintah kabupaten indramayu melarang  memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, meminum, mengoplos, menjamu dan meminum minuman beralkohol tanpa terkecuali dalam wilayah kabupaten indramayu. Implementasi kebijakan pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu bertujuan untuk menekan bahkan menghilangkan peredaran minuman beralkohol yang pada akhirnya akan menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Indramayu pada saat ini masih ada dan hampir merata, karena hampir di setiap daerah di wilayah kecamatan indramayu termasuk took-toko dan warung-warung kecil di desa masih menjual minuman beralkohol dimaksud. Kendala tersebut dikarenakan beberapa faktor internal dan faktor ekternal, yaitu masih terbatasnya sumber daya baik sumber daya anggaran maupun sumber daya aparatur, termasuk koordinasi yang dilakukan antar badan pelaksana masih kurang. Kendala lainnya yaitu lingkungan sosial dan budaya dimana hampir setiap pesta rakyat (termasuk pernikahan) tuan hajat menyediakan minuman yang mengandung alkohol, pun juga para nelayan yang akan melaut selalu mengkonsumsi minuman beralkohol dengan alasan agar tubuh hangat. Ditambah dengan Sanksi yang diberikan aparat penegak hukum kepada pelanggar tidak menimbulkan efek jera.
Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa posisi strategi bagi implementasi kebijakan pelarangan minuman beralkohol di kabupaten indramayu adalah strategi agresif guna mendukung implementasi kebijakan dimaksud. Posisi tersebut menandakan bahwa pilihan strategi yang tepat adalah dengan menitikberatkan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kekuatan dimaksud adalah adanya kejelasan standar dan sasaran kebijakan serta dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dimana masyarakat Kabupaten Indrmayau mayoritas beragama Islam (99,68%). 
Penelitian menghasilkan novelty berupa teridentifikasinya faktor lain yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dimaksud, yaitu faktor budaya masyarakat dimana beberapa kalangan masyarakat masih terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat hajatan atau pesta rakyat dan kebiasaan para nelayan yang membawa minuman berlakohol saat melaut dengan alasan untuk menghangatkan tubuh. Faktor lainnya adalah belum tegasnya sanksi yang diberikan oleh Lembaga pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera. 

Kata kunci : Strategi Implementasi Kebijakan


ABSTRACT

Since 2005 the Indramayu Regency Government has established a policy of prohibiting the circulation and sale of alcoholic beverages in the form of Indramayu Regency Regional Regulation Number 7 of 2005 as amended by Indramayu Regency's Regional Regulation Number 15 of 2006 concerning Amendments to Indramayu Regency's Regional Regulation Number 7 of 2005 concerning the Prohibition Alcoholic Drinks in Indramayu Regency, that the Indramayu Regency government prohibits producing, distributing, trading, drinking, mixing, entertaining and drinking alcoholic beverages without exception within the Indramayu Regency area. The implementation of the policy on the prohibition of alcoholic beverages in Indramayu Regency aims to suppress and even eliminate the circulation of alcoholic beverages which in turn will create public order and public peace. Circulation of alcoholic beverages in the Indramayu Regency area is still present and almost evenly distributed, because almost every area in the Indramayu sub-district including shops and stalls in the village still sells alcoholic beverages. These constraints are due to several internal and external factors, namely limited resources, both budgetary resources and apparatus resources, including coordination between implementing agencies is still lacking. Another obstacle is the social and cultural environment where almost every party of the people of Tuan Hajat provides drinks containing alcohol, the fishermen who will go to sea always consume alcoholic beverages with the reason that the body is warm. Coupled with the sanctions given by law enforcement officers to violators, it does not have a deterrent effect.
The results of the SWOT analysis show that the strategic position for the implementation of the policy for the prohibition of alcoholic beverages in Indramayu district is an aggressive strategy to support the implementation of the said policy. This position indicates that the choice of the right strategy is to emphasize the strategy of using strengths to take advantage of opportunities. The strength in question is the clarity of standards and policy targets as well as support from community and religious leaders where the majority of the people of Indramayu Regency are Muslim (99.68%).
The research resulted in a novelty in the form of identifying other factors that determine the success of the implementation of the policy, namely the cultural factor of the community where some people are still accustomed to consuming alcoholic beverages during celebrations or public parties and the habit of fishermen who bring alcoholic drinks while at sea with reasons to warm the body. Another factor is the lack of firm sanctions imposed by the judiciary which do not create a deterrent effect.
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Dokumen pendukung (foto) 
1. Proses wawancara, fgd dan triangulasi
2. Proses kegiatan operasi mihol sampai penerapan sanksi
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